KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 409 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TGK. CHIK MEUNASAH RAYA
KECAMATAN GLUMPANG MINYEUK KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat
melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan
madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 205 Tahun 2005
Tanggal 17 Desember 2005 tentang Persetujuan Pendirian
Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah habis
masa berlakunya;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian
Madrasah Tsanawiyah Swasta Tgk. Chik Meunasah Raya
Kecamatan Glumpang Minyeuk Kabupaten Pidie Provinsi Aceh
Tahun 2018;

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5670); o h
. Peraturan .




3.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 168);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 464);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian
Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian
Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan
Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN.




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TGK.
CHIK MEUNASAH RAYA KECAMATAN GLUMPANG MINYEUK
KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH TAHUN 2018.

Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU berlaku selama 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang
kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.

Pemberian izin operasional sebagaimana di maksud dalam diktum
KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Aceh paling lambat 30 hari sebelum keputusan ini berakhir.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 November 2018

a.n.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA -
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR é02 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OFERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TGK. CHIK MEUNASAH RAYA
KECAMATAN GLUMPANG MINYEUK KABUPATEN PIDIE PIDIE PROVINSI ACEH

TAHUN 2018

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1 |Nama Madrasah

MTsS Tgk. Chik Meunasah Raya

2 |Nomor Statistik
Madrasah

121211070002

3 |Alamat Madrasah

J1. Mesjid Kecamatan Glumpang Minyeuk Kabupaten Pidie
Provinsi Aceh

4 |Nama Organisasi
Penyelenggara

Yayasan Pesantren Teungku Chik Meunasah Raya

5 |Akte Notaris
Organisasi
Penyelenggara

Nomor 5 Cut Maisura, SH Tanggal 07 Mei 2005

6 |Pengesahan Akte
Notaris
Organisasi
Penyelenggara

C-1630.HT.01.02. TH 2006

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

(PERPANJANGAN)
NOMOR : &255TAHUN 2018

Diberikan Kepada -

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TGK. CHIK
MEUNASAH RAYA

Alamat :JI. Mesjid
Desa . Meunjee
.Kecamatan : Glumpang Minyeuk
‘Kabupaten / Kota : Pidie
¥Provinsi . Aceh
Penyelenggara Madrasah . Yayasan Pesantren Teungku Chik Meunasah Raya
‘!Akte Notaris Penyelenggara ~ : Nomor 5 Cut Maisura, SH Tanggal 07 Mei 2005
Pe'ngcsahan Akte Notaris : C-1630.HT.01.02. TH 2006
Berdiri Sejak : Juli 2005
Berlaku selama 4 (empat) Tahun

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

Banda Acch, 28 November 2018
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
= AET A PROVINSI ACEH




KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NANGGROE ACEI DARUSSALAM

NOMOR 205 TALIUN 2045

TENTANG
PERSOCTUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

DI LINGEUNGAN KANTOR WILAYAII DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

REPALA FANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Seninvhin it 4 bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk
i Shi P i g B
mentherikan  persclujuan pendirian Madrasah  Swastn di lingkungan
Kantor Wilavah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
b. pabwe Madrasah Swasta yang tercantom dalam kolom dug lampiran Surat

Roputtsan ot ek memenuhi persyaratan  yang ditentukan ook
diberikan persetijuan peayelengeaman pendidikan,

Menzinon b Undang-Lndang Sisdiknas Nomor 20 Tahun tahun 2003:
I Peratorar Pemerintah Republik Indonesia Noemor 28 Tahun 1960

teatiane Pendidikan Dasar;

J. neputanan Presiden ®1 Nomor 4 Tahun 1971 tentang. Pokok-Pokok
Ciringmisast Depariemen;

4. Repitosan Menterl Aguma Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah
Tsanawivah,

5. Keputuzan Menteri Agama Momor 372 Tahun 1993 wotang Kurikulum
Pendidikan Dasar Bercirikhas Agama Islam:

b, Keputvsen Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tensanp
moduduian, Tngas, Fungsl, Kewenangan, Susunan Orpanisasi dan
tata Komja Depariemen Agama;

e |

- Bepuiuzan Menteri Apgma R Nomor 742 talw 1997 tentang Status
Madeasah  Swasta jenjang  Pendidikan Dasar dan Menengzh  di
lingkangan Duvigert Jenderal Pembinaan  Relembagaan  Agama
Estim;

Vo Kepitusan Diccktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Tslam
Nomar S250.A/1997 tentang Syarat-sayaral dan Tatacara Pendirian
Iiadrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

O Keputusan Direkwr Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agamsa [slam
Momor HZ50.A01997 temtang Syarat-syurat dan Tatacara Perizinan
Madrasah Swasta jen)ang Pendidikan Dasar dan Menengah;

d surnt Bdaran Divelitur lenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Tslam
Momor EANVPPOZZ/EDM62.A/1997 tentang Pendirian  Madrasah
Swasta Ji selurul Indonesia;

P Buepetusan Direkour Jenderal Kelembugoan Agama Islem Momar

DAAGR2003 reatany Pedoman Akredetasi Madrasalh:



MEMUTUSKAN

Menetapkan © KEPUTESAN EKEPALA KANTOR WILAYAIl DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NANGGROS ACEH DAR USSALAM, TENTANG PERSETUIUAN
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAII SWASTA DI LINGRUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMPEN AGAMA PROVING! NANGGROE ACEH
DARLISSAT.AM,

Pertama © Mumberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasia yang
tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Eepulusan ini.

Kt o Kepads Madrasah Isanawiyah Swasta seperti vang dimaksud dyfam diftum
veriamn di atas diberikan status scbagai Muadrasah Terdaftar dan Namor
Statistik Madrasah seperti vang fercantum dalam kolom 3 serta Piagam
fendirien Madrasah swasta dengan Nomor Plagam sebagaimana tercantum

dilim kalom 4 lampiran Keputusan ini.

Katipn  Apubila penyelensoaraun pendiclikan pada Madrasah tersebut dalom diktum
dus lampiran Keputusan in tidak sesuai dengan persyaratan vang ditentukan
maka keputusan ini akan diukah dan disesuzikan sehagrimana meslinya.

Keempat o Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanpgal ditetapkan dan segala
sesuaty akan dirubah dan dninjau kembali sebaguimana meslinya jika
ternyata ' K smudiog Bari terdapat kekeliraan dalsm panetapun ini

Kehma C bl Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan
urtuk dipergunakan schagamana mestinya,

Ditetapkan di - Bands Aceh

Pada tanggal = 17 Desember 2005 M
13 Zulga'idah 14268 H

An. KEEALA,

KEPALA BIDANG MADRASAL

N PENDIDIKAN AGAMA

M PADA SEKOLAI UMUM

oI
.I}JA(-I‘.HMR ALIn

B A50] 10079
-

Tembugan

1. Dhrsktur ;!Epdcrﬂi Kelembagaun
Agama Islam Dep. Avama RI, Jakurta
Direkiur Mapenda Islam Departemen Agama RI, Jukarta
Kopala Kantor Wilavah Departemen Agama Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam {sebagai laporan)

Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pidie, Sigli
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pidie, Sigli

[ B N}

T



LAMPIRAN @ SURAT XEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AUAMA FROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MNormor 205 Tahun 2005
Tangzal ;17 Desember 2005
DAFTAR MADRASAH TSﬁﬁ.lW[YMl SWASTA, A LAMAT, NSM,
DAN NOMOR PIAGAM
r r .
Neo Nuama din Alamat Madrasah Nomar Statistik Nowmor Plagam ‘

Madrasalh Pendirign

I. | MTs8 Tgk. Chik Meunasah 212110707157
Raya

Desa Maunjes

Keeamatan Glumpang Tiga

Kabupaten Pidie

An. KEPALA,
KEPALA BIDANG MADRASAH

AN PENDIDIKAN AGAMA
BAAM PADA SEKOLAH UMUM

e~

UHAR ALIy

C/KW.01/MTs205/2005
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